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KATAPENGANTAR

Rencana Strategis Bisndan Anggaran (RSBA) Bade
Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) -202b6
merupakan panduan/pedoman pelaksanaan tugas, fun
dan tanggung jawab serta wewenang BOPDT untuk 5 (li
tahun ke depan, yaitu tahun dimulai tahun 2021 hing
tahun 2025. PenyusunanSBA BOPDT tahun 2062025

dilakukan dengan mempertimbangkan capaian RSBA tahun-ZA® rencana
strategis (renstra) Kemenparekraf/Baparekraf perubahan tahun 202, analisis
lingkungan strategis (lingkungan internal dan eksternal) organisasi, dairgaiak
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun berikutnya, serta mempertimbangkan

regulasi yang berlaku.

Rencana Strategis Bismian Anggaran (RSBA) Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
(BPODT) 2022025 harus dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja yangliddegkup
BPODT dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
Pelaksanaan RSBA BPODT tahun-2025 harus dimonitor dan dievaluasi secara
berkala setiap tahun untuk memastikan sasasasaran strategis dan indikator
kinerja dantarget yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal. Sasaran
sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target yang ada pada RSBA BPODT
tahun 20212025 dapat dilakukan perubahan/revisi berdasarkan perubahan arah
kebijakan strategis pemerintalupat/daerah dan/atau perubahan kondisi lingkungan
strategis organisasi. Perubahan/revisi tersebut dilakukan tentunya sesuai dengan

mekanisme dan aturan yang berlaku.
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Poin penting dalam RSBA BPODT tahun-202% adalah peningkatan investasi,
peningkatan RBP serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM BPODT. Performa
keuangan BPODT sudah menunjukkan tren positif dimana PNBP mengalami
peningkatan semenjak tahun 2020 hingga tahun 2022 seiring dengan meningkatnya
belanja modal BPODT. Sedangkan efisiergm ferjadi dengan penurunan belanja
barang sebagdixed costlan cenderung stabil pada tahun 2022. Kondisi keuangan ini
akan semakin membaik jika percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM
BPODT dapat dilakukan, sehingga dengan modal manusipdyailiki maka BPODT

dapat mengalami surplus dalam waktu beberapa tahudédgan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam
penyusunan RSBA BPODT tahun 28225 ini. Semoga seluruh sasaisasaran
strategis, indkator kinerja dan target serta rencana program BPODT tahun-202%

dapat dicapai dengan optimal, sehingga visi BPODT tahunZiZs:

AD vi ]l v < A v v p d} NP *3]v ] W E]A]- 8 U
Mengutamakan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan]Vis u v% & IE (I % & IE (.

dapat dicapai sesuai harapan.

April 2023

r Utama

h Otorita Danau Toba

hndo Panjaitan
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan merupakan danau
kedua terluas di dunia setelah Danau Victoria di Afrika. Danau tEobentuk
akibat letusan gunung berapi Toba pada 74.000 tahun silam. Letusan gunung
Toba tersebut mengakibatkan terciptanya kaldera seluas kurang lebih 1.780
mdpl dan genangan air sedalam kurang lebih 500 meter, yang kini dinamakan
Danau Toba. Danau Tobaemiliki luas kurang lebih 1.100 km2, dan di
tengahnya terdapat pulau Samosir seluas 650 km2 dengan ketinggian sekitar

1.600 mdpl.

Kawasan Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata strategis nasional
yang memiliki keindahan alam dan kebudayaan bagakg unik. Potensi
tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal agar dapat
mengundangwisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara
(wisman), sehinggadapat memberikan berkontribusi positif terhadap
perekonomian masyarakaekitar pada khususnya dan perekonomian nasional
pada umumnya. Agar pengelolaan dan pemanfaatan potensi Kawasan Danau
Toba berjalan dengan optimal, maka didirikan Badan Pelaksana Otorita Danau
Toba (BPODT). Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODKkandidiri
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2Bé&@Glasarkan Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau
Toba dan Sekitarnya, cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba seluas paling

sedikit 500 (lima ratus) hektar datkelilingi oleh 7 (tujuh) kabupaten, yaitu:



1.2

kabupaten: Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan,

Dairi, Karo, dan Simalungun

Pendirian Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPQiftyjuan untuk
mempercepat pembangunanpengembangan, darpengelolaan kawasan
Danau toba sebagai salah sdtawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
agar lebih terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpaflgar pembangunan
Danau Tobdebih terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadibutuhkan
sebuahdokumenperencanaan strategigangdapatmenjadi acuan bagi BPODT
dalam melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan
Danau Tobaesuai dengatugas, fungsi, dan wesmangnya dalam pengelolaan
kawasan pariwisataDanau Toba Di samping itu, dokumen perencanaan
strategis tersebujuga merupakan salah satu amanat dari Permenkeu Nomor
92/PMK.05/2011, dimana BPODT sebagai unit Kkerja [ghwah
Kemenparekraf/Baparekrajang menerapkarPengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PFBLU)wajib untuk menyusn Rencana Bisnis Anggaran
(RBA) 5 (lima) tahunaiRencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan dokumen
perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target
kinerja, dan anggaran suatu BLBenyusunan RBA ini dilakukan dengan
mengacu pada Reana Strategiemenparekraf/Baparekra2021-2024 dan
mempertimbangkan regulasi yang berlakukondisi lingkungan strategis
organisasi (internal dan eksternal), capaian organisasi, dan prakiraan RBA tahun

berikutnya.

Regulasi Terkait BPODT
Seperti telah disebutkan sebelumnya, salah satu pertimbangan dalam

penyusunan RBA BPODT tak0R1-2025adalah regulasi yang berlaku terkait
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BPODT. Oleh sebab itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap regatadasi

yang berlaku terkait BPODT. Berikut adalafiadtaegulasi tersebut:

Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri Keuangan

Tabell. Regulasi Terkait BPODT

Nomor

17

25
23
17
10
25
50
23
74
28
%
97
49

81

202/ PMK 05/ 2022

129/PMK 05/ 2020

208/PMK 02/2019

82/PMK05/2018
136/PMK05/2016
180/ PMK05/2016
95/PMK.05/2016

220/ PMK.05/2016

Tahun

2003

2004

2004

2004

2007

2009

2009

2011

2005

2012

2020

2019

2019

2016

2014

2005

2022

2020

2019

2018

2016

2016

2016

2016

11

Tentang

Keuangan Negara
Perbendaharaan Negara
Sstem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pemerintahan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RRIPN) 2005-
2025

Kepariwisataan
Pelayanan Publik
Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional 2010-2025

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62
Tahun 2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

129/ PMK.05/ 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran

Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum

Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum

Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah

Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

Sstem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum



Tabel 1. Regulasi Terkait BPODT (Lanjutan)

Regulasi Nomor Tahun Tentang
92/PMK05/2011 2011 Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan
08/ PMK.02/2006 2006 Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum
Keputusan Menteri Keuangan 344/ KMK.05/2019 2019 Penetapan BPODT dalam menerapkan PPK-BLU
Peraturan Menteri lPerencanaan Perubahan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Nasional/ Kepala ional/ Kenala Bad b ional
Badan Perencanaan 6 2020 Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasonl nomor 5
Pembanaunan Nasional Republik tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Srategis
.g P Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024
Indonesia
Peraturan Menteri 88 2021 Bvaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi 89 2021 Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
11 2022 Rencana Srategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan
Peraturan Menteri Pariwisata Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024
dan Bkonomi Kreatif/ Kepala 1 2021 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Badan Pariwisata dan Bconomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Bkonomi Kreatif
Kreatif 13 2016 Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Berikut adalah penjelasan dari beberapa regulasi yang berlaku terkait BPODT

1.2.1 Kepariwisataan
Berdasarkan ketentuan Pasal 8dangUndang No.10 tahun 2009 tentang
Kepariwisataanditetapkan bahwa berfungsiari kepariwisataan adalah untuk
memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan
dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan tujuan dari
kepariwisataan meliputi:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran
5

Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
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6. Memajukan kebudagan

7. Mengangkat citra bangsa

8. Memupuk rasa cinta tanah air

9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa

10.Mempererat persahabatan antarbangsa.

Dalam UU 10/2009 juga diatur bahwa pemerintah melakukan pembangunan
kepariwisataan yang terdiri dari:

1. Industri pariwisaa

2. Destinasi pariwisata
3. Pemasaran
4

. Kelembagaan kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk
pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan
kepariwisataan nasional, rencana inckdgpariwisataan provinsi dan rencana
induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Dalam upaya
pembangunan kepariwisataan di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah
juga mendorong upaya penanaman modal dalam negeri dan penanaman
modal asing dibidang kepansataan sesuai dengan rencana induk
pembangunan yang telah ditetapkan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU10/2009 pemerintah berhak menetapkan
kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek berikut:

1. Sumber day@ariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya

tarik pariwisata
2. Potensi pasar
3. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan

keutuhan wilayah

13



1.2.2

123

4. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran
strategis dalam menjaga fungsi ddaya dukung lingkungan hidup;

5. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan
pemanfaatan aset budaya

6. Kesiapan dan dukungan masyarakat

7. Kekhususan dan wilayah.

Kawasan strategis pariwisata terdiri atas kawasan strategis pariwisata
nasiond, kawasan strategis pariwisata provinsi dan kawasan strategis

pariwisata kabupaten/kota.

Pengelolaan Barang milik negara (BMN)

Pengelolaan BMN diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Fetaile Nomor

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik
Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pengelolaan BMN ldikukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum

negara.

Pemanfaatan BMN dapat dilakukan melalui: sewa, pinjam pakai, kerja sama
pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, atau kerja sama
penyediaan infrastruktur serta kerja sama terbatastukn pembiayaan
infrastruktur. Yang dimaksud dengan "kerja sama infrastruktur" adalah
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang

undangan.

Pengelolaan aset (BMN) di lingkup BLU
Pengelolaan aset pada BLU diatur melalui PMK No. M36/65/2016 tentang

Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum. Menurut PMK No.

14



136/PMK.05/2016, aset BLU didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonondian/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sursbenber daya

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset BLU terbagi atas 3
jenis, aset lancar BLU, aset tetap BLU, dan aset lainnya.

a) Aset hncar BLlWadalah Aset BLU yang diperkirakan akan direalisasi atau
dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek
yang diharapkan akan direalisasi dalam jangka wdk (dua belas)
bulan dari tanggal neraca, dan/atau berupa kas atau setara kas yang
penggunaannya tidak dibatasi, meliputi kas dan setara kas, investasi
jangka pendek, piutang usaha, piutang {&im, persediaan, uang muka,
dan biaya dibayar di muka

b) Asettetap BLUAset BLU yang berwujud dan mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan
untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

c) Aset lainnya:Aset BLU selain Aset Lancar BinMestasi jangka panjang
BLU, dan Aset Tetap BLU.

Pengelolaan aset yang dimiliki sepenuhnya merupakan tanggung jawab BLU
dan hasil dari kegiatan pengelolaan tersebut sepenuhnya digunakan untuk
penyelenggaraan kegiatan BLU dalam rangka meningkatkan pelaya
kepada masyarakat. BLU dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan aset,
baik aset yang dimiliki dan aset yang dimiliki oleh pihak lain. Pelaksanaan

pengelolaan aset tersebut meliputiperencanaan dan penganggaran,
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penggunaan, pemanfaatan, pemindah riganan, pemusnahan, dan

penghapusan

Pengelolaan aset BLU dapat dilakukan melalui mekanisme Kerja Sama
Operasional dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen
(KSM) yang berdasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi
dan keterbulaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

x Kerja Sama Operasional (KS@)alah pendayagunaan Aset BLU
dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU,
melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan
dalam naskah perjanjian.

X Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM)
pendayagunaan AsetlLB dan/atau aset milik pihak lain dengan
mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan
manajerial dari BLU dan/ atau pihak lain, dalam rangka
mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna,

nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari AgitU.

Dalam melakukan pengelolaan aset dengan mekanisme KSO atau KSM, BLU
dapat bermitra dengan: pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, BLU, BLU daerah, perusahaan swasta, yayasan, koperasi,
dan perorangan. Kemitraan tersebdifakukan dengan prinsiprinsip:
a. tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada
masyarakat
b. biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan
pada Rupiah Murni APBN
c. aset BLU dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga

setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan
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d. tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset BLU kepada pihak lain.

KSO terhadap aset BLU dilakukan terhadap objek KSO berupa: tanah, gedung
dan bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan (termasuk aket t
berwujud), seperti:

a. perangkat lunak komputesoftware)

b. lisensi darfranchise

c. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

d. hak cipta €¢opyrigh), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;

e. merkdagang;

f. karya seni yang mempunyai nikejarah/budaya

g. aset tak berwujud lainnya.

Pelaksanaan KSO terhadap tanah dan bangunan dilakukan dengan ketentuan:
a. Dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU.
b. Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas
pendayagunaan per tahun, per bularer hari, atau per jam.
c. Jangka waktu KSO paling lan® (tiga puluh) tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian.
d. Jangka waktu KSO apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah

dilakukan evaluasi.

Adapun KSO terhadap Aset Selain Tanah dan/atau Bangutelulkain
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. BLU mendapatkan imbalan berupa kompensasi tetap, imbal hasil,
dan/ atau manfaat ekonomi lainnya.
b. Setelah jangka waktu KSO berakhir, Mitra dapat mengajukan

perpanjangan kerja sama.
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c. Perpanjangan ditetapkapemimpin BLU setelah dilakukan evaluasi
dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.

d. Dalam hal Mitra tidak mengajukan perpanjangan kerja sama, mitra
tidak diperbolehkan menggunakan manfaat dari aset selain tanah
dan/ atau bangunan milik BLU demi kepentingaendiri, dan
menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan -hak pihak

ketiga.

KSM dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. Pendayagunaan aset BLU dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan
layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia
dan/atau kemampan manajerial yang dimiliki BLU.

b. Pendayagunaan aset BLU dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan
layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia

dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra

Pelaksanaan KSM dilakukan dengan mengikuti ketansebagai berikut:
a. Dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU.
b. Jangka waktu KSM paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya
perjanjian.
c. Jangka waktu KSM apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah

dilakukan evaluasi dan penyesuaian kldwalam perjanjian.

1.2.4 Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum
Regulasi terkait pengelolaan kas dan investasi BLU dikeluarkan oleh Kemenkeu
dengan tujuanuntuk mewujudkan pengelolaan kas dan investaklUagar
sesuai dengan praktik bisnis yang seh@lleh sebab itu, Kemenkeu
mengeluarkan PMK 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi
Badan Layanan Umum. Berdasarkan PMK 82/PMK.05/2018, prinsip
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pengelolaan kas dan investasi BLU dilaksanakan berdasarkan-katar,
transparansi, akuntabili|g pertanggungjawaban, kewajaran, efisiensi,
efektivitas, independensi, dan kewajaraBumber penerimaan BLU berasal
dari:
a. pendapatan dari jasa layanamerupakan pendapatan yang diperoleh
dari layanan yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLU.
b. hasil investasi merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil
pengelolaan kas, bunga, dan/ atau imbal hasil investasi.
c. Hibah: hibah yang diterima dari masyarakat dan/ atau badan lainnya
dari dalam negeri atau luar negeri
d. Pinjaman. merupakan pinjamaruntuk memenuhi kebutuhan dana
BLU
e. rupiah murni dari anggaran pendapatan dan belanja negara
merupakan alokasi dana melalui bagian anggaran kementerian
negara/ lembaga atau bagian anggaran bendahara umum negara
f. sumber penerimaan lainnya yang samerupakanpenerimaan yang
diperoleh dari kerja sama operasional, semanyewa, dan usaha
lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan

fungsi BLU.

Penerimaan yang berasal dari pendapatan dari jasa layanan, hasil investasi,
hibah, dan sumber penerinaa lainnya yang sah harus segera disetorkan
(pada hari yang sama) ke Rekening Operasional Penerimaan BLU, sedangkan
penerimaan yang berasal dari pinjaman dan rupiah murni dari anggaran
pendapatan dan belanja negara harus segera disetorkan (pada hasyaag

ke Rekening Dana Kelolaan BLU. Penyetoran penerimaan dapat dilakukan
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pada hari berikutnya apabila: hari libur atau diliburkan atau jam operasional

bank telah berakhirAdapun pengeluaran kas BLU meliputi:

a. belanja operasionalmerupakanbelanja untuk kegiatan operasional
yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal
b. penyaluran dana layanarPenyaluran dana layanan meliputi:

X belanja terkait dengan layananmerupakan pembayaran
kegiatan layanan yang tidak diharapkaruk diterima Kembali
yang dapat berupa subsidi, hibah, dan/ atau beasiswa

X penyaluran pinjaman/pembiayaanmerupakan pendanaan
yang dikeluarkan untuk membiayai suatu kegiatan atau proyek
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BLU dengan
masyarakat lembaga yang harus dikembalikan dengan
persyaratan tertentu yang dapat berupa penyaluran dana

bergulir.

Tata kelola investasi jangka pendek
Investasi jangka pendek merupakan kegiatan manajemen kas aktif berupa
penempatan kas pada instrumen keuangan dengsiko rendah, dapat
berupa depositoon calldan/atau deposito berjangka. Pengelolaan investasi
jangka pendek diselenggarakan oleh Pemimpin BLU atau pejabat pengelola
setingkat di bawah Pemimpin BLU yang mempunyai fungsi pengelolaan
investasi. Dalam memdpla investasi jangka pendek, pengelola investasi harus
melakukan:

a. analisis terhadap risiko dan kajian yang memadai serta terdokumentasi

dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi
b. penyusunan, pendokumentasian, dan pemeliharaan catatariadan

kertas kerja terkait pengelolaan investasi.
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Tata kelola investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang yang dilakukan oleh BLU harus memperoleh
persetujuan MenterKeuangardan harus mempertimbangkan perbandingan
antara hasil yang akan diperolékeuntungan) dari investasi jangka panjang
yang dilakukan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan investasi
jangka panjang tersebutnvestasi jangka panjang oleh BLU dapat dilakukan
pada surat berharga dalam bentuk:

a. instrumen perbankan seperti: @posito perbankan, deposito
perbankan syariah, dan/atau instrumen perbankan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundafugpdangan.

b. instrumen pasar modalseperti: saham yang diperdagangkan di bursa
efek, surat utang pemerintah pusat dan/atau pemeaim daerah,
surat utang syariah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah,
surat utang korporasi, surat utang syariah korporasi, reksa dana,
dan/atau instrumen pasar modal lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangindangan.

1.3 Kondisi lingkungantsategis BPODT
Penyusunan Renstra BPOROR1-2025dilakukan melalui serangkaian analisis
lingkungan strategis untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki dan
permasalahan yang sedang atau akan dihadapi dalam upaya pencapaian
sasaran strategis yang telaltetapkan. Analisis lingkungan strategis tersebut
dilakukan terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi.
Analisis kondisi internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan organisasi, sedangkan analisis kondisi ekstera&uklan untuk
mengidentifikasi peluang dan tantangan yang berasal dari luar organisasi.
Berikut adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sedang/akan

dihadapi BOPDT dalam upaya pencapaian Renstra periodeZ2220
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Kekuatan Gtrength): merupakan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki
organisasi.

¥ Kawasan wisata Danau Toba merupakan Kawasan wisata terintegrasi
(ecowisata) yang mengedepankan budaya, masyaradpagen area,
zero waste water pengolahan kembalirécyclg limbah (air dan
sampdn) dan dikonversi menjadi listrik

¥ Kawasan pariwisata danau toba merupakan destinasi wisata berkelas
dunia dan cukup populer bagi wisatawan mancanegara dan lokal. Hal
ini ditandai dengan banyaknya kunjungan dari wisman dan wisnus.

¥ BPODT memiliki 100 orangrigawan serta 6 tenaga ahli. Hal ini
menunjukkan terjadinya peningkatan dari tahun 2021 dimana total
karyawan yang dimiliki sebanyak 66 orang.

¥ BPODT merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki peluang
dalam memperoleh Pendapatan Negara Bukan PajakBRpPNlari
pengelolaan Kawasan otoritatif pariwisata Danau Toba.

¥ BPODT masih didukung sumber pendanaan dari Rupiah Murni. Namun,
BPODT menargetkan akan mengurangi ketergantungan tersebut setiap
tahun seiring bertumbuhnya bisnis BPODT berdasarkan praktils bisn
yang sehat.

¥ BPODT memiliki Kawasan otoritatif yang dapat dikembangkan untuk
kepentingan BPODT maupun kepentingan Kemenparekraf/Baparekraf
dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif.

¥ BPODT juga memiliki kewenangan koordinatif atas Kawasan
koordinatifyang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten di Sumatera Utara,
untuk dikembangkan dalam bentuk kerja sama dengan Pemda atau

instansi terkait.
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¥ BPODT telah mengoperasikan kantor baru di Kawasan Otoritatif Danau
Toba, sehingga koordinasi dan pelaksanaan kegiatanjadi lebih
efektif dan efisien.

¥ Komposisi realisasi belanja BPODT mengalami perbaikan. Hal ini
ditunjukkan oleh tren belanja barang yang terus menurun, sedangkan
tren belanja modal terus meningkadeperti ditunjukkan pada gambar

berikut ini

Komposisi realisasi Belanja BPODT tahun 2020-2022

IDR80.000.000.000
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Linear (BelanjaModal) Linear (BelanjaBarang)

Gambarl. Komposisi realisasi belnaja BPODT tahun 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa tren belanja modal selama 2 (dua)
tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana belanja modal yang
dilakukan telah menghasilkaaturndalam bentukpeningkatan jumlah
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari usaha yang dilakukan
BPODT. Sedangkan tren belanja barang mengalami penurunan dalam 2
tahun terakhir dan menunjukkan stabil pada tahun 2021 hingga 2022.
Hal ini menunjukkan keberhasilan BPODTRmlamengendalikarfixed
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costdalam rangka mewujudkan efisiensi keuangan BPODT. Progress ini
secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan
BPODT semakin lama semakin baik, walaupun BPODT masih
mengalami defisit yang semakin lama semakin mengecil

Belanja modal (investasi) yang dilakukan sudah mulai menunjukkan
hasil dengan meningkatnya realisasi PNBP BRIDana pada tahun
2021 sebanyalRp. 334 Juta menjadi Rp. 4.266.009.pHta tahun

2022

Kelemahan \Weaknes} merupakan kelemahan atau kekungan yang

dimiliki organisasi.

+

Anggaran (APBN) yang diberikan kepada BPODT terus berkurang dari
tahun ke tahun Dengan demikian, BPODiUlai menerapkan PP tarif
sehingga memiliki sumber pembiayaan alternatif dan tidak bergantung
dengan APBN

Pengembangan kopetensi SDM internal masih perlu untuk terus
dilakukan khususnya terkatourism andhospitality management.
Pengembangan produk pariwisata baru (atraksi) sebagai daya tarik
dalam mendatangkan Wisman maupun Wisnus masih minim

Perlu untuk melakukan sosialisasi terkait sapta pesona kepada
masyarakat sekitar.

Upaya pemasaran maupun komunikasi pemasaran belum dilakukan

secara komprehensif dan terintegrasi

24



Peluang Opportunitiey: faktor eksternal organisasi yang harus dimanfaatkan

organisas dengan sebaik mungkin untuk mencapai visi organisasi

¥ BPODT merupakan Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional yang
didukung oleh pemerintahan pusat, dengan demikian potensi
mendapatkan investordapat dioptimalkan darpembangunan fisik
berupa infrastruktur casardapat segera dilaksanakan/dipercepat. Hal
ini dapat dilakukan dengamenjalin hubungan kerja samdengan K/L
terkait dan Pemda

¥ Pembangunan Kawasan sekitar yang dilakukan oleh BR@bdapat
dukungandari masyarakat setempat

¥ Kemajuan teknologi yang sgat pesat seperti adanya memungkinkan
adanya inovasi baru di dalam dunia pariwisata.

¥ BPODT dapat membangun konten digital terkait Danau Téba
pariwisata virtual Yirtual tourisn); konten terkait Kawasan;
kebudayaan setempat, kuliner, pemandangan alarn, dl

¥ Membangun connectivity (akses internet dan selular) untuk
melaksanakan fungsi koordinatif£ virtual meeting/conference
sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien

¥ Membangun sistem untuk pengelolaan Kawasan pariwisata
menggunakan teknologseperti pengaturan fery dari dan ke Danau
Toba menggunakan TEIT based trafict management system

¥ Saat ini BPODT telah memiliki Peraturan Direktur terkait tarif, dengan
demikian BPODT dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari
pengelolaan Kawasan dauléik sepenuhnya bergantung pada APBN

¥ Saat ini Kawasan pariwisata Danau Toba sudah diakui oleh UNESCO

sebagai Kawasan wisatgeopark dengan demikian Kawasan
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pariwisata Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata berkelas
internasional

Orang batak dimam pun berada memiliki rasaownership
(kepemilikan) yang tinggi terhadap Danau Tofaapat bekerja sama
untuk mempromosikan Danau Toba, terutama para diaspora di luar
negeri

Kawasan Danau Toba memiliki potensi untuk wisata afetufe) dan
kegiatan di luaruangan(outdoor activity)

Kawasan wisata Danau Toba merupakan Kawasan wisata terintegrasi
(ecowisata) yang mengedepankan budaya, masyaradpaen area,

zero waste water pengolahan kembalirécyclg limbah (air dan
sampah) dan dikonversi menjadi fi&t

Negara Malaysidan Singapuranemilikidirect flightke Medan

Pandemi Covid9 sudah akan berakhir dan pembatasan pergerakan
orang sudah mulai dilonggarkan.

Kawasan Danau Toba terpilih menjadi tempat penyelenggaraan event
internasional, yaitu F1 Powerboat Lake Toba, Indonesia, pada tanggal
24-26 Februari tahun 2023. Event ini mendatangkan Wisman yang
cukup signifikan, baik peserta m